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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
1.1. Kondisi Umum 

Pengadilan Agama Cibadak sebagai bagian integral dari lembaga 

kekuasaan kehakiman dan sistem Peradilan Negara mempunyai kewajiban dalam 

mewujudkan fungsi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum di 

Indonesia dengan berdasarkan pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009 .  

Peran dan fungsi kelembagaan tersebut akan terwujud bila 

Pengadilan Agama Cibadak memiliki kelembagaan yang mandiri, berpegang teguh 

kepada hukum materiil yang berlaku serta hukum Acara secara benar serta 

melaksanakan administrasi peradilan dengan tertib. Hal ini dapat dicapai bila 

didukung oleh aparat yang secara kuantitas sesuai dengan beban kerja dan secara 

kualitas memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam bidangnya 

serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Disamping itu didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk membiayai semua 

kegiatan, juga diperlukan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. 

Pengadilan Agama Cibadak melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang 

orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah. 

Pengadilan Agama Cibadak beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.3, 

Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 

432666 Fax. (0266) 432666, Website : www.pa-cibadak.go.id, Email : 

pa.cibadak_ptabdg@yahoo.co.id. Wilayah hukum Pengadilan Agama 

Cibadak meliputi 47 Kecamatan, 383 Desa, 4 Kelurahan. 

http://www.pa-cibadak.go.id/
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a. Letak geografis 

 

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten yang berada wilayah 

Provinsi Jawa Barat. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Jarak tempuhnya 96 km 

dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara 

(Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 60 57’ 

– 7o 25’ Lintang Selatan dan 106049’ – 107000’ Bujur Timur. WIlayah ini 

mempunyai luas daerah 4.161 km2 atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 

3,01 persen dari luas seluruh Pulau Jawa. Dengan wilayah seluas itu maka 

Kabupaten Sukabumi mempunyai predikat sebagai kabupaten terluas se jawa 

dan bali. 

Peta Yurisdiksi 

 

 

b. Batas-batas wilayah 

 

Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Bogor di 

Utara, Kabupaten Cianjur di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta 

Kabupaten Lebak di Barat.Dengan luas wilayah 3.934,47 km, Kabupaten 

Sukabumi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Barat. Batas wilayah 

Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan 

daratan.Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu ± 

419.970 ha. Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga 

berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi. Oleh karenanya, 
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Pengadilan Agama Cibadak harus turut serta melakukan langkah-langkah 

untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum. 

c. Tugas  dan Kewenangan 

 Pengadilan Agama Cibadak yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang meliputi 

dibidang:  Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan 

Ekonomi Syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 

tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. 

     Fungsi  

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok  Pengadilan Agama mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum 

masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006); 

b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. 

(vide:pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006); 

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan 

kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 

peradilan dan administrasi umum. (vide:pasal 53 ayat (3)  Undang-Undang 

Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); 

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, 

Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi 

Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada 

semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan 
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Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang 

Umum dan Keuangan); 

e. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat 

tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, 

apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama 

Cibadak Tahun 2020-2024, diperlukan analisis data kondisi keadaan perkara 

tahun 2015-2019 di lingkungan Pengadilan Agama Cibadak sebagai referensi 

untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. 

1.  Keadaan Perkara  

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Cibadak selama tahun                                

2015-2019  dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut:  

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2015-2019 

No Tahun Sisa Pekara 
Tahun Lalu 

Perkara Masuk Jumlah 

1 2015 217 1725 1942 

2 2016 198 1822 2020 

3 2017 205 1665 1870 

4 2018 240 1979 2219 

5 2019 363 2632 2995 

 

Grafik Keadaan Perkara Tahun 2015-2019 
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Dari tabel dan grafik diatas  dapat dijelaskan bahwa keadaan perkara yang 

ditangani Pengadilan Agama Cibadak dari tahun 2015-2019 terus meningkat. 

2. Penyelesaian Perkara 

Selama kurun waktu tahun 2015-2019 keadaan perkara pada Pengadilan 

Agama Cibadak, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan 

diputus dapat diperinci sebagai berikut : 

 

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2015-2019 

No Tahun Sisa  
Perkara 
Tahun 

Lalu 

Perkara  
Masuk 

Jumlah 
Perkara 

Yang 
Ditangani 

Jumlah 
Perkara 
Diputus 

Sisa 
Perkara 

1 2015 217 1725 1942 1744 198 

2 2016 198 1822 2020 1815 205 

3 2017 205 1665 1870 1630 240 

4 2018 240 1979 2219 1856 363 

5 2019 363 2632 2995 2706 289 

 

Selain mengacu pada analisis data keadaan perkara selama kurun 

waktu 2015-2019, berikut ini juga akan dipaparkan keadaan 

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cibadak dalam kurun 

waktu 2020-2022 sebagai berikut. 

 

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2020-2022 

No Tahun Sisa  
Perkara 
Tahun 

Lalu 

Perkara  
Masuk 

Jumlah 
Perkara 

Yang 
Ditangani 

Jumlah 
Perkara 
Diputus 

Sisa 
Perkara 

1 2020 289 3245 3534 3283 251 

2 2021 251 3519 3770 3724 46 

3 2022 46 3944 3990 3883 107 
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Dari data tersebut diatas menunjukan bahwa profesionalisme aparatur 

peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan 

meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkara tiap tahun. 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Dalam perencanaan strategis ini mencoba menguraikan potensi-potensi 

permasalahan apa saja yang akan dihadapi Pengadilan Agama Cibadak dalam 
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menjalankan tugas dan kewenangannya dalam tahun-tahun yang akan datang, 

dan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi potensi 

permasalahan tersebut . 

Potensi permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dari peristiwa yang 

pernah terjadi pada tahun sebelumnya, maupun hasil analisis potensi 

permasalahan dengan menggunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT adalah 

metode perencanaan 

strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi 

kekuatan (strengths), 

kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), 

dan ancaman (threats) 

dalam suatu proyek atau 

suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT 

(strengths, weaknesses, opportunities & threats). SWOT akan lebih baik dibahas 

dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat 

dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek. 

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi 

bisnis atau kegiatan dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 

mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT 

dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang 

mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar 

matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah : 

1. bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan 

(advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, dikenal dengan 

strategi S-O; 

2. bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah 

keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, dikenal 

dengan strategi W-O; 
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3. selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi 

ancaman (threats) yang ada, dikenal dengan strategi S-T; 

4. dan terakhir adalah terakhir adalah bagaimana cara mengatasi 

kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) 

menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru, dikenal dengan 

strategi W-T.  

1.2.1 Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Agama Cibadak mencakup hal-hal yang memang sudah 

diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang 

dikembangkan kemudian, mencakup: 

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas 

2. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang 

berlaku). 

3. Adanya reformasi tata kelola peradilan 

4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) 

5. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

6. Dukungan Sistem Berbasis Web / Desktop 

7. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

8. Adanya job description dan SK Penunjukan 

9. Adanya renstra dan program tahunan 

10. Kekompakan dan Komitmen manajemen   

1.2.2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Cibadak dirinci dalam 

beberapa aspek: 

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telah ditetapkan di semua lini karena keterbatasan SDM. 

2. Kurangnya jumlah Hakim dan Pegawai di Kepaniteraan dan di 

Kesekretariatan. 

3. Anggaran DIPA terbatas. 

4. Kurangnya adanya Diklat baik di bagian kepaniteraan maupun di bagian 

kesekretariatan 

5. Kurangnya kesadaran pegawai dalam menjaga kebersihan lingkungan 

kantor 
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6. Belum semua perkara dapat terselesaikan pada tahun berjalan sehingga 

adanya tunggakan / sisa perkara 

7. Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas 

8. Kuranganya sarana dan prasarana 

9. Tidak adanya tenaga khusus (arsiparis dan pustakawan) 

10. Keterbatasan dana prodeo dan sidang keliling 

1.2.3 Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Cibadak 

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

1. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara. 

2. Kerjasama dengan  PT. Pos  untuk melegalisir alat bukti persidangan 

3. Kerjasama dengan  Radio dalam pemanggilan para pihak yang tidak 

diketahui alamatnya (ghoib). 

4. Kerjasama dengan Pemda Kab.Sukabumi dan Kementerian Agama 

Sukabumi tentang Sidang Itsbat Nikah Terpadu,  pendaftaran online, 

persidangan online dan pengiriman salinan putusan/penetapan melalui 

aplikasi  SIRATU. 

5. Adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kab. Sukabumi 

6. Meningkatnya volume perkara  

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Cibadak yang akan 

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan 

sebagaimana yang diharapkan. 

1. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara  hukum 

Negara. 

2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme 

berperkara di pengadilan. 

3. Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur. 

4. Tidak semua masyarakat memiliki dan dapat menggunakan sarana 

Teknologi Informasi. 

5. Palabuhanratu merupakan daerah rawan bencana alam. 
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6. Jarak dan Letak Geografis antara  Kantor Pengadilan Agama Cibadak 

dengan para pencari keadilan yang jauh dan luas Kab. Sukabumi yang 

meliputi 47 Kecamatan. 

IFAS STRENGTHS (S) WEAKNESS (W) 

 FAKTOR KEKUATAN INTERNAL FAKTOR KELEMAHAN INTERNAL 

 1. Adanya kelembagaan dan 
kewenangan yang jelas 

1.  Belum optimalnya pelaksanaan SOP 
yang telah ditetapkan karena 
keterbatasan SDM. 

 2.   Adanya dasar hukum yang 
         jelas  (peraturan perundang- 
         undangan yang berlaku). 

2. Kurangnya jumlah Hakim dan 
pegawai di Kesekretariatan 
maupun di Kesekretariatan 

 3.   Adanya reformasi tata kelola 
       Peradilan 

3. Anggaran DIPA terbatas 

 4. Dukungan Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

4.  Kurang adanya Diklat baik dibagian 
Kepaniteraan maupun di 
Kesekretariatan 

 5. Adanya Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 

5. Kurangnya kesadaran pegawai 
dalam menjaga kebersihan 
dilingkungan 

 6. Dukungan Sistem Berbasis 
Web/Desktop 

6. Belum semua perkara dapat 
terselesaikan pada tahun berjalan 
sehingga adanya tunggakan/sisa 

perkara. 
 7. Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim 
7. Masih terdapat pegawai yang 

rangkap tugas. 
 8. Adanya job description dan 

SK Penunjukan 
8. Kurangnya sarana dan prasarana  

 
 9. Adanya renstra dan 

program tahunan 
9. Tidak adanya tenaga khusus                 

( arsiparis dan pustakawan ) 
 10. Kekompakan dan Komitmen 

manajemen   
10. Keterbatasan dana perkara 

prodeo dan sidang keliling 
EFAS FAKTOR PELUANG EKSTERNAL FAKTOR ANCAMAN 

EKSTERNAL 
 1. Kerjasama dengan pihak Bank 

berkaitan dengan panjar biaya 

perkara. 

1. Meningkatnya jumlah perkawinan 
yang tidak disahkan secara  hukum 
Negara 

 2. Kerjasama dengan  PT. Pos  
untuk melegalisir alat bukti 
persidangan 

2. Masih banyak masyarakat yang 
belum 
    memahami mekanisme berperkara 
di 
    pengadilan. 

 3. Kerjasama dengan  Radio 
dalam pemanggilan para pihak 
yang tidak diketahui 
alamatnya (ghoib). 

3. Meningkatnya jumlah perkawinan 
    dibawah umur. 

 

 4. Kerjasama dengan Pemda 
Kab.Sukabumi dan 
Kementerian Agama 
Sukabumi tentang Sidang 

5.  4. Tidak semua masyarakat memiliki 
6.      dan dapat menggunakan sarana 
7.      Teknologi Informasi. 
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Itsbat Nikah Terpadu,  
pendaftaran online, 
persidangan online dan 
pengiriman salinan 
putusan/penetapan melalui 
aplikasi  SIRATU. 

 5 Adanya Lembaga Bantuan 
Hukum di Kab. Sukabumi 

5. Palabuhanratu merupakan 
daerah rawan bencana alam 

 6 Meningkatnya volume perkara 6. Jarak dan Letak Geografis antara  
Kantor Pengadilan Agama 
Cibadak dengan para pencari 
keadilan yang jauh dan luas Kab. 
Sukabumi yang meliputi 47 

Kecamatan . 
OPPORTUNITIES 

(O) 

STRATEGI SO STRATEGI WO 

FAKTOR PELUANG 
EKSTERNAL 

Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan untuk 
memanfaakan peluang  

Ciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan untuk 
memanfaakan peluang 

TREATHS (T) STRATEGI  ST STRATEGI  WT 

FAKTOR 
ANCAMAN  
EKSTERNAL 

Ciptakan  strategi yang 
menggunakan kekuatan untuk 
mengatasi  ancaman 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 
kelemahan dan menghindari ancaman 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

2.1. VISI DAN MISI 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2020 – 2024 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan 

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan 

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cibadakdiselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional  yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta 

tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Agama Cibadak. 

Visi Pengadilan Agama Cibadak telah disusun melalui proses yang 

partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik 

pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada. 

Adapun Visi Pengadilan Agama Cibadak adalah  : 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Cibadak Yang Agung” 

Visi Pengadilan Agama Cibadak tersebut merupakan kondisi yang 

diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama 

Cibadak dalam melaksanakan aktivitas peradilan. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Cibadak yang telah ditetapkan tersebut, 

maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Cibadak untuk mewujudkan visi 

tersebut. 
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Misi Pengadilan Agama Cibadak tersebut adalah : 

1. Menjaga indenpedensi Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku Kekuasaan 

Kehakiman, baik secara Kelembagaan maupun Fungsi. 

2. Mengoptimalkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

bagi seluruh lapisan masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama yang mengacu kepada 

kecerdasan pengetahuan, kecerdasan emosional dan kecerdasan   moral. 

4. Mengintensifkan kinerja aparat Pengadilan Agama sehingga tercipta 

profesionalitas, kredibilitas dan akuntabilitas Pengadilan  Agama. 

5. Meningkatkan tranparansi dan pelayanan informasi Pengadilan sehingga 

tercipta kepercayaan dan kepuasan masyarakat   terhadap Pengadilan Agama. 

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Cibadak. 

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Cibadak tersebut diharapkan 

dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun tujuan yang hendak dicapai 

Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2) Terwujudnyapenyederhanaan proses penanganan perkara melalui  

pemanfaatan teknologi informasi; 

3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan; 

4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

Dengan indikator tujuan sebagai berikut: 

No. Tujuan Indikator Tujuan 

1. Terwujudnya kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem 
peradilan melalui proses peradilan 
yang pasti, transparan dan akuntabel 

Persentase para pihak yang 
percaya terhadap sistem peradilan 
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2. Terwujudnya penyederhanaan proses 
penanganan perkara melalui 
pemanfaatan Teknologi Informasi 

Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

3. Terwujudnya pelayanan akses 
peradilan bagi masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui pembebasan 
biaya/prodeo 

 
Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui sidang diluar 
gedung pengadilan 

 
Persentase perkara yang terlayani 
melalui posbakum 

 
 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi 
masyarakat pencari keadilan 

Persentase kepuasan para pencari 
keadilan terhadap layanan 
peradilan 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 

2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan 

Agama Cibadak adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan; 

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5) Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara eksekusi; 

6) Terlaksananya penataan arsip perkara 

 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

1. 

 

Meningkatnya penyelesaian 

perkara 

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu 

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

d. Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

2. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

a. Presentase Salinan putusan yang disampaikan ke 

para pihak tepat waktu 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melelalui 

Mediasi 
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c. Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court 

d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-

Litigasi 

3.  Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 

c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Presentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti    ( dieksekusi) 

5. 

 

Meningkatnya Penyelesaian 

dan Penataan Perkara 

eksekusi 

Persentase perkara eksekusi yang    diselesaikan 

tepat waktu 

6. Terlaksananya penataan 

arsip perkara 

a. Persentase pemisahan arsip perkara antara 

Bundel A dengan putusan/ penetapan dan Akta 

Cerai mulai tahun 2010-2021 

b. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan 

mulai tahun 2010-2021 
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                    BAB III 

                      ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

3.1.  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI 
 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang 

dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka 

mewujudkan visi  Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang 

Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar. 

b. Pembatasan perkara Kasasi; 

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah, dan 

d. Penguatan akses peradilan 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

      Untuk  mewujudkan sasaran strategis dalam pengelolaan penyelesaian 

perkara, ditetapkan arah kebijakan  tentang jangka waktu penyelesaian 

perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan  

terpinggirkan 

Untuk  mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan  terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah 

kebijakan sebagi berikut : 

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin 

b. Sidang Keliling / Zitting Plaats dan  

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum 

4. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan Teknologi Informasi. 

a. Penataan ulang manajeman perkara 

b. Integrasi informasi  perkara secara elektronik 

c. Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan  dan Kesekretariatan 
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5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

optimal baik internal dan eksternal. Untuk mewujudkan sasaran 

strategis peningkatan pengawasan kinerja aparatur peradilan, 

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; 

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; 

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas  pelayanan peradilan bagi 

masyarakat; 

d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

sebagai mitra dalam pelaksanaan fingsi pengawasan; 

6. Terwujudnya  sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan 

menunjang sistem peradilan yang sederhana, tarnsparan dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi 

yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, 

tarnsparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; 

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi; 

c. Pengembangan  kompetensi SDM berbasis Teknologi Informasi;  

7. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan  

berdasarkan  parameter obyektif. Untuk mewujudkan sasaran strategis 

peningkatan kompetensi dan integritas SDM ditetapkan arah kebijakan 

sebagai berikut :  

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia peradilan; 

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia peradilan 

8. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja 

a. Kemandirian  Anggaran Mahkamah Agung; 

b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance; 

c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif 
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3.2.  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA  
BANDUNG 

 

3.2.1. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung   

Arah kebijakan PTA Bandung  dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran, yaitu sebagai berikut : 

a. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

akuntabel, yaitu dengan : 

1. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun 

sebelumnya; 

2. Menyelesaian perkara tahun berjalan;  

3. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;  

4. Meningkatakan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan 

angka perkara yang diajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK);  

5. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para  

pengguna layanan PTA Bandung untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan PTA 

Bandung;  

6. Mengunggah putusan pada direktori putusan. 

 b.  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu 

dengan meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan 

pengaju tepat waktu dan meningkatkan putusan yang menarik 

perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dan 

minutasi perkara tepat waktu. 

 c. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu dengan adanya 

Pembinaan dan Pengawasan, Penilaian implementasi APM, Jumlah 

SDM yang mengikuti Bimtek Kepaniteraan dan Penilaian Mandiri 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung melalui layanan umum, kepegawaian 

dan keuangan yang diselesaikan serta Jumlah SDM Kesekretariatan 

yang selesai mengikuti Bimtek Kesekretariatan ;  
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e.  Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan 

adanya pengadaan sarana Alat Pengolah Data Dan Komunikasi 

serta Fasilitas Perkantoran; 

3.2.2.  Strategi PTA Bandung  

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta 

Indikator Sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang 

diterapkan dalam rangka mencapai target Jangka Menengah adalah 

sebagai berikut, yaitu: 

a.  Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Tahun ke-1) 

b.  Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Tahun ke-2): 

c.  Strategi Pencapaian Target Tahun  2022 (Tahun ke-3): 

d.  Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Tahun ke-4) 

e.   Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Tahun ke-5) 

3.3.  ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, Pengadilan Agama Cibadak menetapkan arah dan kebijakan dan 

strategi sebagai berikut: 

Sasaran 1 :  Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan  

Akuntabel 

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh Pengadilan Agama 

Cibadak, sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum 

yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya : 

1. Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan; 

2. Penyelesaian administrasi perkara maksimal 7 hari; 

3. Penerapan SOP yang berkaitan dengan penyelesaian 

perkara secara maksimal dan optimal; 

4. Publikasi putusan dan direktori putusan; 

5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan; 

6. Pemberian teguran terhadap pegawai yang melakukan 

pelanggaran disiplin; 

7. Pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan 

pelanggaran disiplin berat dan menindaklanjuti secara 

hierarkis demi terwujudnya proses peradilan akuntabel ; 
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8. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya 

ringan; 

9. Penguatan akses peradilan 

Sasaran 2 :  Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

1. Mengupayakan Tenaga Teknis peradilan agama yang 

berkompeten; 

2. Terselengggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, 

transparan dan akuntabel; 

3. Penyelesaian administrasi perkara yang cepat, tepat dan 

sederhana; 

4. Menyelenggarakan pembinaan tenaga teknis peradilan 

agama; 

5. Mengefektifkan para mediator; 

6. Melakukan evaluasi secara berkala oleh pimpinan 

Sasaran 3 :  Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

1. Meningkatnya penyelesaian  perkara di lingkungan peradilan 

agama yang diselesaikan  melalui pembebasan biaya perkara ; 

2. Meningkatnya Jam Layanan Posbakum pada Pengadilan 

Agama Cibadak pemberian layanan yang optimal; 

Sasaran   4 :      Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut , berdasarkan surat 

edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang 

penyelesaian perkara untuk Pengadilan Agama Tingkat 

Pertama. 

1.  Penyelesaian perkara paling lambat 5 bulan; 

2  Adanya evaluasi terhadap laporan perkara 

           Sasaran     5 :  Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan perkara  

                                        eksekusi 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara eksekusi dan 

penataan berkas perkara eksekusi tepat  waktu; 

2. Tertatanya dan tervalidasi berkas perkara eksekusi yang 

diselesaikan. 
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Sasaran   6 : Terlaksananya Penataan Arsip Perkara 

1. Meningkatnya pengelolaanpemisahan arsip perkara antara 

Bundel A dengan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai; 

2. Meningkatnya arsip perkara yang dialih mediakan mulai 

tahun 2010-2020; 

 

3.4.  KERANGKA KELEMBAGAAN 
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4.1. TARGET KINERJA 

 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Pengadilan Agama Cibadak merupakan lingkungan peradilan agama 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan.  

Pengadilan Agama Cibadak sebagai peradilan Tingkat Pertama 

bertugas dan berwewenang menerima, memeriksa, memutus perkara 

yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada bab sebelumnya bahwa 

Pengadilan Agama Cibadak memiliki target kinerja yang disajikan 

dalam table berikut        ini yang memuat hubungan antara tujuan, 

sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja.
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HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA 

 
NO 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR 

TARGET KINERJA 

2020 

 (%) 

2021 
(%) 

2022 
(%) 

2023 
(%) 

2024 
(%) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 
1. 

Terwujudnya kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem 
peradilan melalui proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel. 

1. Terwujudnya proses Peradilan yang 
pasti, Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  
100 

 
100 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat  
      Waktu 

 

98 
 

 

95 
 

97 
 

 

90 
 

 

90 
 

c.  Persentase perkara yang tidak mengajukan  
       upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 

 

99,5 
 

 

99 
 

- - - 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan  
     upaya hukum Banding, 
 

 

- 

 

- 
95  75 75 

e.  Persentase perkara yang tidak mengajukan  
upaya hukum Kasasi 
 

 

- 

 

- 
98 90 90 

f. Index persepsi pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 

100 100 92 90             90 

` 

2 Terwujudnya penyederhanaan proses 
penanganan perkara melalui 
pemanfaatan Tehnologi 

2. Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

a.  Persentase Isi Putusan  yang diterima oleh 
para pihak tepat waktu 

100 100  
- 

 
- 

 
- 

b. Persentase salinan putusan yang 
disampaikan ke para pihak tepat waktu 

 
- 

 
- 

90 90 90 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi 

100 1 10 10 10 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 
Banding,Kasasi dan PK secara lengkap 
dan tepat waktu 

100 100  
- 

 
- 

 
- 
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d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah) yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 hari sejak 
putus 

 
Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah dan dispensasi 
kawin) yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari sejak putus 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

 - 

 
- 
 
 
 
 

 - 

e. Persentase perkara yang diajukan 
melalui e-Court 

10 20 30 30 30 

f. Persentase perkara melalui e-Litigasi 7 5 1 1 1 

3. Terwujudnya pelayanan akses 
peradilan bagi masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

a.  Persentase perkara prodeo yang  
  diselesaikan 

100 100 100 90 90 

b.   Persentase perkara yang diselesaikan  
       diluar gedung Pengadilan 

100 100 100 100 100 

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) 
Identitas hukum 

100 100 - - - 

   

d. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu 
    yang mendapat layanan bantuan Hukum 
    (Posbakum). 

100 100 100 90 90 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi 
masyarakat pencari keadilan 

4. Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang  
ditindaklanjuti (Eksekusi) 

99 100 100 5 5 

5. Meningkatnya penyelesaian dan 
Penataan berkas perkara 
eksekusi 

a. Persentase berkas perkara eksekusi yang  
   diselesaikan tepat waktu 

80 100  
- 

 
- 

 
- 

b. Persentase berkas perkara eksekusi yang  
ditata dan divalidasi 

80 100 - - - 

6. Terlaksananya penataan arsip 
perkara 

 a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan  
   sampai dengan tahun 2009 

90 - - - - 

g. Persentase pemisahan arsip perkara 
antara Bundel A dengan 
putusan/penetapan dan Akta Cerai mulai 
tahun 2010 

 

80 100 85 - - 

h. Persentase arsip perkara yang di alih 
mediakan mulai tahun 2010 

- 80 85 - - 
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1. Program Dukungan Manajemen  
 

 

Keberhasilan Pengadilan Agama Cibadak  dalam pencapaian target yang ditetapkan 

telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan 

indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut 

diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - 

target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk 

merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diterima oleh 

Pengadilan Agama Cibadak, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun 

Anggaran 2022 sebagai berikut, yaitu: 

Pengadilan Agama Cibadak Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk 

DIPA 005.01.402995 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut : 

a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat Pagu Anggaran  yang 

semula  sebesar Rp. 2.767.043.000  dan setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 

3.887.043.000.  Pagu Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai 

berikut: 

NO Jenis Belanja Anggaran Semula 

           Rp. 

     Anggaran 

Setelah Revisi  

Rp. 

 Gaji dan Tunjangan   

1 Belanja Gaji Pokok PNS 903.768.000  1.349.333.000  

2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000 24.000 

3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 66.367.000 107.050.000 

4 Belanja Tunj. Anak PNS 28.820.000 39.284.000 

 
5 

Belanja Tunj. Struktural PNS 28.840.000 35.680.000 

6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.223.320.000 1.714.788.000 

7 Belanja Tunj. PPh PNS 230.938.000     237.555.000  

8 Belanja Tunj. Beras PNS 59.536.000               127.742.000  

9 Belanja Uang Makan PNS 212.520.000  251.504.000  

10 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.916.000 24.083.000 

 

 

 

4.2. KERANGKA PENDANAAN 
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2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 
Agung. 

 

3. Program Peningkatan  Manajemen Peradilan Agama. 
 

 

b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional Perkantoran mendapat pagu 

anggaran yang semula  sebesar Rp. 1.755.383.000 dan setelah  direvisi  

menjadi 1.914.743.000  Pagu Anggaran Belanja Operasional sebagai berikut: 

NO Jenis Belanja 
Anggaran 

Semula Rp 

Anggaran 

Setelah Direvisi 

Rp 

1 Belanja Keperluan Perkantoran 772.265.000 797.917.000 

2 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 3.000.000 3.000.000 

3 Belanja  Honor Operasional Satuan Kerja 42.600.000          36.750.000  

4 Belanja Barang Operasional Lainnya 16.725.000          19.805.000  

5 Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 10.000,000 5.000.000 

6 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 19.000.000          20.266.000  

7 Belanja Langganan Listrik 216.000.000 216.000.000 

8 Belanja Langganan Telepon 12.000.000 12.000.000 

9 Belanja Langganan Air 72.000.000 54.000.000 

10 Belanja Sewa 72.220.000 106.780.000 

11 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 251.200.000 376.000.000 

12 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

Lainnya 

26.000.000 26.000.000 

13 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 190.933.000 184.865.000 

14 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.440.000 50.360.000 

15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 

 

Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana mendapat pagu anggaran yang sebesar  

Rp  612.500.000 adalah sebagai berikut: 

NO Jenis Belanja       Pagu 

(Rp) 
1. 

 

2. 

 

3. 2 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

 

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 

 

582.500.000 

  

                                                                  30.000.000 

 

Untuk anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah Rp 307.996.000,-                                  

adalah  sebagai berikut : 
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NO JENIS BELANJA 
PAGU 
(Rp) 

1 Belanja bahan 7.060.000 

2 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.566.000 

3 Belanja Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum 40.000.000 

4 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20.000.000 

5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  196.370.000 

6 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.000.000 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Reviu  Rencana  Strategis   Pengadilan   Agama Cibadak   Tahun 2020 - 2024 

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan 

perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, 

titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang 

akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan 

dan out come yang diharapkan. 

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Cibadak harus terus 

disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat 

terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat 

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat 

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan 

Pengadilan Agama Cibadak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi 

pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020- 2024, 

sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Cibadak dapat terwujud dengan baik. 
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SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN  AGAMA CIBADAK 

Nomor : W10-A15/93/OT.01.2/I/2023 
 

TENTANG  
TIM PENYUSUN  SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2022 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK 

 

Menimbang  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memperhatikan 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden  ( Inpres) 
Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi 
Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim 
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

b. Bahwa mereka yang namanya  tercantum dalam surat keputusan ini 
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun 
Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 
2022; 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan 
Kehakiman; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jo. Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung 
RI; 

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009  Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan 
Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan; 

 
                                      MEMUTUSKAN 

 
Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung                                                     
No. W10-A/4051/OT.01.2/XII/2022  tanggal  20 Desember 2022 tentang 
Penyampaian Dokumen SAKIP. 
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Menetapkan 
 
 
 
Pertama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedua 
 
 
 
Ketiga 
 
 

 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 

 
 
 
 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG TIM 
PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH (SAKIP)PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2022 
 
Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 
Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi (SAKIP) Tahun 2022 Pada Pengadilan Agama Cibadak 
dengan tugas sebagai berikut : 
a. Mengevaluasi atas implementasi SAKIP dengan melakukan analisis 

yang sistematis meliputi kegiatan perencanaan kinerja, perjanjian 
kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan 
program dan kegiatan, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja; 

b. Memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, 
serta solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan 
akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah;  

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi 
pelaporan SAKIP;  

d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 
sebelumnya 

  
Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya 
melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan 
hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak; 
 
Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 
 

   Ditetapkan di Palabuhanratu 
                                                                                                 Pada Tanggal 30 Januari 2022 
                                                                                                 Ketua, 
                                                                                                
 
  
 
 
 

    Dra. Ma’ripah 
    NIP. 196612021993032001 
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Lampiran Surat Ketua Pengadilan Agama 
Cibadak 

                                                                     
Nomor : W10-A15/93/OT.01.2/I/2023 

          Tanggal : 30 Januari 2023 
 

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 
2022 

PENGADILAN AGAMA CIBADAK 

 
No Nama Jabatan 

Kedinasan Tim 

1 Dra. Ma’ripah 
 

Ketua Pembina 

2 Aman, S.Ag.,S.E.,S.H.,M.H.,M.Pd 
 

Wakil Ketua Penanggung Jawab 

3 Indra Ari Setiawan, S.H 
 

Sekretaris Ketua 

4 Didin Jamaludin, S.H., M.H 
 

Panitera Wakil Ketua 

5 Drs. M. Aminudin 
 

Hakim Sekretaris 

6 Ahmad Fauzin, S.H.I 
 

Panitera Muda Hukum Anggota 

7 Jenal Mutakin, S.Ag 
 

Panitera Muda Gugatan Anggota 

8 Aji Sucipto, S.H. 
 

Panitera Muda Permohonan Anggota 

9 Dedi sutiadi, S.H 
 

Kasubbag Umum dan Keuangan Anggota 

10 Dodi Pals, S.H. 
 

Kasubbag PTIP Anggota 

11 Hadiansyah, S.Kom Kasubbag Kepegawaian dan 
Ortala 

Anggota 

 
 

          Ditetapkan di  Palabuhanratu 
                                                                               Pada Tanggal  30 Januari 2023 
                                                                               Ketua, 
 
                                                                         
                                                                         

         
 
 
 
        Dra. Ma’ripah 

        NIP. 196612021993032001 
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URAIAN TUGAS 
TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH 

TAHUN 2022 
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK 

 
No Nama Jabatan Dalam 

Tim 
Uraian  

1 Dra. Ma’ripah Pembina Memberikan  pembinaan dan pengarahan 
kepada Tim Penyusun Dokumen SAKIP. 

2 Aman, 
S.Ag.,S.E.,S.H.,M.H.,M.Pd 

Penanggungawab Bertanggungjawab terhadap penyajian 
data  pada Dokumen SAKIP 

3 Indra Ari Setiawan, S.H Ketua Mengarahkan terhadap penyajian data 
pada Dokumen SAKIP 

4 Didin Jamaludin, S.H., M.H Wakil Ketua / 
Koordinator 

Kepaniteraan 

Mengkoordinir data Kepaniteraan 
 

5 Drs. Aminudin, M.H Sekretaris 
/Koordinator 

Kesekretariatan 

Mengkoordinir data Kesekretariatan 

6 Dodi Pals, S.H. Anggota - Mengkoordinir data laporan –laporan 
dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

- Penyaji Data  Bagian Perencanaan, IT 
dan Pelaporan 

7 Aji Sucipto, S.H. 
 

Anggota Penyaji Data Perkara Permohonan 

8 Jenal Mutakin, S.Ag 
 

Anggota Penyaji Data Perkara Gugatan 

9 Ahmad Fauzin, S.H.I 
 

Anggota Penyaji Data Bagian Hukum 

10 Dedi Sutiadi, S.H Anggota Penyaji Data  Bagian Umum dan 
Keuangan 

11 Hadiansyah, S.Kom 
 

Anggota Penyaji Data  Bagian Kepegawaian 

 

                                                                                                 Pada Tanggal  30 Januari 2023 
                                                                                       Ketua, 
 
                                                                                                
 
 

 
         Dra. Ma’ripah 
         NIP. 196612021993032001 
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